BUPATI BOMBA .4
PROVINSI SULAWESI T].NGiC AR

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR o/g, TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGEI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGAN(H AN

Menimbang

Mengingat

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BOMEBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paszl 4 Feraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2C1€ tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerer Kabupaten
Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupeti teniang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dar. Furigs Serta Tata
Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperesi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Bombana.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupale1 Weakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupater Borabana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republ:k Iadonesia
Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201. <twntang
Pembentukan Peraturan Perundang-lUndangzn (Lembearan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentarng Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inclonzsia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negari Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201~ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republix [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lemba an Negara



lenetapkan

-9l

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimar: el:h diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tzhun 2015
tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 56 7¢ );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomrorl & Tehun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negeara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambaha. Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombanz Neomor 3 Tehun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peransk:t Dacrah
Kabupaten Bombana (Lembaran Daera- Kabupaten
Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

3.
4.
)

Daerah dalah Kabupaten Bombana;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintak  Kabupaten
Bombana;

Bupati adalah Bupati Bombana;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bombana;

Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagargan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bowmbara disingkat
Dinas Perindagkop dan UKM;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutrnya disingkat
UPTD adalah wunsur pelaksana teknis LCin:s yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional clan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

Jabatan fungsional adalah jabatan fungsiona. d lingkungan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperas: lan Usaha
Kecil Menengah;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaarn pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelalsaneannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penvclenggeraan
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyera<at;

10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan



& B

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daeral;

11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusarn Pomerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuvai dengan
potensi yang dimiliki Daerah;

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ocmerintahan
bidang Pengembangan Industri, bidang Perdagzngan, bidang
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diwadahi cdelam bhentuk
dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perirdustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah vang
disingkat Dinas Perindagkop dan UKM.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dealam
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B

(2) Penentuan tipe Dinas Perindustrian, Perdagange n, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana d:riksud pada
ayat (1) Dberdasarkan hasil pengukuran intensitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pengembangan industri, bidang perdagangin, bicang
koperasi dan usaha kecil menengah;

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA 3]

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Perindagkop dan UKM merupakan unsu- jeleksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangar d:zerah

(2) Dinas Perindagkop dan UKM dipimpin oleh k-:pala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perindagkop dan UKM mempunya: tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintalbzn vang merjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bicang
pengembangan industri, dibidang perdegangzn. dibidang
koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperas d:n Usaha
Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis bidang pe industrian,
perdagangan, koperasi dan usaha mikrc kecil menengah
serta perpasaran.

b. menyelenggarakan wurusan pemerintahan dierah dan
pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi dan usaha mikro kecil menengah sertz parpasaran.

c. melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksaraan tugas
bidang perindustrian, perdagangan koperasi lan usaha
mikro kecil menengah serta perpasaran.

d. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimena cirnaksud
dalam Pasal 7, Dinas Perindagkop dan UKM raemiliki
kewenangan sebagai berikut :

I. Sektor Perindustrian

1. Usaha Industri.
Melakukan penetapan bidang usahz incustri selaku
prioritas daerah Kabupaten Bombana.

2. Fasilitasi Usaha Industri
Melakukan pemberian fasilitas usaha dalam rangka
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11.

pengembangan Industri Kecil Menengah i Kabupaten

Bombana.

Perlindungan Usaha Industri

Melakukan pemberian perlindungan dar kepastian

berusaha terhadap pengembangan usaha irdustri di

Kabupaten Bombana.

Perencanaan dan Program

a. melakukan penyusunan rencana jeng<a panjang
pengembangan industri di Kabupater: Bombana

b. melakukan penyusunan rencana jangk:. rnenengah
disektor perindustrian.

c. melakukan penyusunan rencana kera tahunan
disektor perindustrian.

Pemasaran

Melakukan promosi produk usazha indusiri Kabupaten

Bombana.

Teknologi tepat guna

a. melakukan penelitian, pengembarige.n dan
penerapan teknologi di sektor perindust ian

b. memfasilitasi pemanfaatan hasil peneclitian,
pengembangan dan penerapan tekriologi disektor

perindustrian.

c. melakukan sosialisasi hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan teknolosi di sektor
industri.

Standarisasi........

a. memfasilitasi dan  melakukan pengawesan
terhadap penerapan standar produk useha industri
yang akan dikembangkan di Kabupaten 3cmbana.

b. melakukan kerjasama = stancarisas.  produk
ditingkat kabupaten.

Sumber Daya Manusia (SDM)

a. melakukan penerapan standar kompeteasi sumber
daya manusia industri dan aparaiur Pembina
industri di Kabupaten Bombana.

b. memberikan peluang dan kesempatar <epada staf
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kcperasi dan
Usaha Kecil Menengah untuk  roengikuti
pendidikan dan pelatihan (Diklat) sumbar daya
manusia bagi aparatur pembina industri  di
Kabupaten Bombana.

Penguatan permodalan

Memfasilitasi akses permodalan bagi industri melalui

bank dan atau lembaga keuangan bukan bank di

Kabupaten Bombana.

Lingkungan Hidup

a. melakukan pembinaan industri dalem rangka
pencegahan pencemaran lingkungar yang
diakibatkan oleh perlakuan usaha inclustri.

b. melakukan  pengawasan melekal terhadap
kemungkinan aktivitas pencernaran lirzkungan
yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Kerjasama industri

a. memfasilitasi kemitraan antara industii  Kkecil,
menengah dan kemungkinan adanya incustri besar
pada sektor peningkatan ekonomi di Kabupaten
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13.

14.

15.

16.

Bombana.

b. memfasilitasi kerjasama peningkaten dan
pengembangan industri melalu: pola kemitraan
usaha.

c. menindaklanjuti hasil-hasil kerjasem: lintas
sektoral dan regional dalam rangka pe aberdayaan
dan peningkatan industri daerah di Kabupaten
Bombana.

Penguatan kelembagaan

a. mendorong terbentuknya asosiasi ndustr atau
dewan ditingkat Kabupaten Bombana

b. melakukan pembinaan asosiasi ‘ncustri  atau
dewan industri ditingkat Kabupaten Borabearne.

c. dimungkinkan melakukan pembentakan dan
pembinaan unti pelaksana teknis  ditingkat
kabupaten.

Sarana dan prasarana industri
Melakukan penyusunan tataruarg irdustrd  di
kabupaten sebagai wujud dari upsya perngembangan
sentra-sentra  industri yang terintegiasi serta
melakukan koordinasi penyediaan  sarana  dan
prasarana (jalan, air, listrik, telepor, urit pengolahan
limbah industri) kepada SKPD terkait denge n mengacu
kepada tataruang provinsi.

Informasi industri

Melakukan pengumpulan, analisis dan dise ninasi data

industri dan membuat laporan kepada previr si.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanasn tugas

desentralisasi disektor industri.

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan

terhadap segala aktivitas pelaksanaay  urusan

pemerintahan disektor industri di Kabupater Bormbana.

II. Sektor Perdagangan

1.

Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri.

a. melakukan pengawasan, pelaporan pclaksanaan
dan penyelenggaraan serta penyajiar aformasi
pelaksanaan wajib daftar perusahaan.

b. memberikan dukungan pelaksanaan, penbinaan
dan pengawasan, monitoring dar evaluasi
kegiatan perdagangan didacrah erbatasan,
pedalaman, terpencil dan lintas pulaa terutama
pulau perbatasan dengan daerah lainnva.

& melakukan  pembinaan  dan pengawasan,
monitoring dan evaluasi kegiatan irforms:si pasar
dan informasi keadaan dan stabilita:i harga
barang di dalam daerah kabupaten.

d. melakukan pembinaan dan pengawasan,
monitoring dan evaluasi kegiatan per ngkatan
penggunaan produksi dalam negeri.

. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan
serta sosialisasi dan publikasi terhadip undeng-
undang perlindungan konsurmen.

L. memberikan pelayanan dalam perianganan
penyelesaian sengketa konsumen dear produsen.
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mendorong terbentuknya sebuah le nbaga atau
Badan Penyelesaian Sengketa Korsumen (BPSK)
di Kabupaten Bombana.

melakukan koordinasi, kerjasama dan evaluasi
dengan instansi terkait dalam penyzlenggaraan
perlindungan konsurmen.

melakukan  koordinasi dalam pelaksanaan
pengawasan peredaran barang dan jasa dengan
instansi terkait.

melakukan  pengawasan  melekat  terhadap
peredaran barang dan jasa serta mcclakukan
penegakan  hukum  terkait clitemukannya
pelanggaran dalam peredaran barang lar jase.
melakukan sosialisasi kebijakan Hergawasan
peredaran barang dan jasa.

mendorong terbentuknya lembaga Hergawasan
peredaran barang dan jasa (PPBJ) vang
beranggotakan instansi terkait calem lingkup
Kabupaten Bombana.

mendorong terbentuknya penyidik pegaviai negeri
sipil perlindungan konsumen (PPN3-FFK) yang
menangani perkara perlindungar  konsumen
dalam lingkup Kabupaten Bormbana.

Sub sektor Metrologi Legal

a.

memfasilitasi pelaksanaan kegiatar metrologi
legal setelah memperoleh  peniaian  dari
pemerintah yang didasarkan pade rckomendasi

provinsi.
memfasilitasi dan melakukan pernbnean serta
pengendalian sumber daya manusia

kemetrologian dalam lingkup Kabupaten
Bombana.

memfasilitasi standar ukuran dan laboratorium
metrologi legal.

melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat
ukur, takar, timbang dan perlengkaparnya
(UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran
dan laboratorium metrologi legal oleh perneritah.
memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama
metrologi legal dalam lingkup kabupaton.
melakukan  pelaksanaan penyuluhan  dan
pengamatan alat Ukur, Takar, Timbang dan
perlengkapannya (UTTP) dan Barang Delam
Keadaan Terbungkus (BDKT).

Sub sektor Perdagangan Luar Neger

a.

b.

menyiapkan bahan masukan sebega; bahan
pertimbangan perumusan kebijakar elspor.
melakukan koordinasi dan sosialisas. kebijjakan
ekspor.

melakukan monitoring dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan ekspor.

menyiapkan bahan masukan sebegal bahan
pertimbangan perumusan kebijakar irpor.
melakukan koordinasi dan sosialisas. kebijakan



impor

pengambilan contoh, pengujian, insoeksi teknis
dan sertifikasi mutu barang.

menyiapkan  bahan  masukan, sosialisasi,
fasilitasi, koordinasi pelaksanazn monitoring dan
pelaporan, penyediaan informasi poiensi ekspor
daerah sebagai bahan pertimbangan perumisan
kebijakan.

melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kesepskatan perdagangan
luar negeri dalam ligkup Kabupaten Bombana
memfasilitasi dan memberikan bhimbingan teknis
dan evaluasi disektor perdagangan luer negeri

4. Sub sektor Perdagangan berjangka komodidi, alternatif
pembiayaan sistem resi gudang dan pasar le ang

a.

melakukan koordinasi dengar aparat pencgak
hukum dalam penanganan kasus-<asus vang
berkaitan dengan  perdagangan berjangka
komoditi.

melakukan pembinaan komoclitas delara rangka
memperoleh akses pembiayaan resi gudeng.
melakukan pembinaan, penganiran dan
pengawasan yang bersifat teknie terhadap
penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang dalam
lingkup Kabupaten Bombana.

I1I. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengal

1. Sub Sektor Kelembagaan Koperasi

a.

melakukan kebijakan pembentukan,
penggabungan dan peleburan serta perabubaran
koperasi.

memberikan pengesahan pembentukan,

penggabungan dan peleburan serta perabubaran
koperasi dalam wilayah Kabupaten Eombana
memfasilitasi pelaksanaan jpengesaban  dan
pengumuman akta pendirian kopera:i dalam
wilayah Kabupaten Bombana.

memfasilitasi pelaksanaan engesehan
perubahan Anggaran Dasar yang 1aenyangkut
penggabungan, pembagian dan perubcahan bidang
usaha koperasi dalam wilayaln Kabupaten
Bombana.

memfasilitasi pelaksanaan pembub:rin koperasi
ditingkat kabupaten sesuai dengar. oedoman
pemerintah ditingkat kabupaten.

memfasilitasi pelaksanaan pemoubaran dan
penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP
dalam wilayah Kabupaten Bombane

2. Sub Sektor Pemberdayaan Koperasi

a.
o X

pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi.
menciptakan usaha simpan pinjam yang schat
ditingkat kabupaten sesuai dengar <ebijekan
pemerintah.
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mengembangkan  iklim serta kcnclisi  yang
mendorong pertumbuhan dan pemrasvarakatan
koperasi dalam wilayah Kabupzten Bcmbana,
memberikan bimbingan dan kemuds:han kepada
koperasi.

memberikan perlindungan kepada koperas:.

3. Sub Sektor pembinaan dan pengawasan J<operas

a.

b.

melaksanakan  kebijakan  pembinaan  dan
pengawasan koperasi.

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
koperasi yang mendapat pembizyzan atau
permodalan dari bantuan APBEN, AIPBD, BUMN
serta pembiayaan dan atau permodale n lainnyva.
melakukan bimbingan dan penyuuhan serta
pembinaan Kkoperasi dalam permbuetan laporan
tahunan Koperasi Simpan Pinjarn (IKSF) dan
Usaha Simpan Pinjam (USP).

pemberian sanksi administratii kepada Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Sinpan Pinjam
(USP) yang tidak melaksanakan kewsj bannya.
memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam
pengawasan Koperasi Simpan Pinjari (KSP) dan
Usaha Simpan Pinjam (USP) ditingkat ke bupaten.

4. Sub Sektor Pemberdayaan Usaha Mikro Kecl Menengah
(UMKM)

a.

(1) Susunan

menetapkan kebijjakan pembercayaan Usaha
Mikro Kecil Menengah  (UMKM) dalam
menumbuhkan iklim usaha bag: as:ha kecil
yang meliputi pendanaan atau sumber dana,
tatacara dan syarat pemenuhan kebutuhan
dana, persaingan, prasarane, informasi,
kemitraan dan perlindungan.

melakukan pembinaan dan @ pengembangan
usaha mikro kecil dan menengah yeang meliputi

sistem produksi, pemasaran, sumber daya
manusia maupun penerapan teknologi.
memfasilitasi akses penjaminen dalam

penyediaan pembiayaan bagi JVMKM vang
meliputi kredit perbankan, perjarnirar. lembaga
bukan bank, pinjaman dari dane pengasihan
sebagai laba BUMN, hibah maipun jenis
pembiayaan lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

organisasi Dinas Perindagkop dan UKM

Kabupaten Bombana, terdiri atas :
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
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bidang pengembangan industri;

bidang perdagangan;

bidang koperasi dan usaha kecil menengen;
unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
kelompok jabatan fungsional.

®omo o

Bagan struktur organisasi Dinas Perindaglkos dan UKM
Kabupaten Bombana tercantum dalam laripi-an yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkar dengan
peraturan Bupati ini .

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membnantu tugas
Bupati dalam merumuskan, menyelenggarakean, membina
dan mengevaluasi urusan pemerintzhin  deaerah
berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan
pada bidang pengembangan industri, percdagangan,
koperasi dan wusaha mikro kecil meneagah serta
perpasaran.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas pokok membarntu tugas
Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakar, rmengatur,
mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan ooerasional
adiministrasi umum, administrasi keuengan  dan
kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, cveluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan cinzs;

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

(1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimeksiud dalam

Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan penyusunan program dan petun ik teknis
penyelenggaraan administrasi umum, administrasi
kepegawaian, serta perencanaan, c¢valuasi  dan
pelaporan;

b. merencanakan operasional kegiatan adminstrasi
umum, keuangan, kepagawaian dan parengkapan
lainnya;

c. melakukan pengendalian dan pembinaen administrasi
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umum, kepegawaian serta perencanzar, svaluas dan
pelaporan;

mengkoordinir penyusunan program can laporan
seluruh bidang-bidang teknis;

melaksanakan tugas lain yang diberikzn oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyz;

(2) Sekretariat dalam menyelenggarakan fungsiaya sel )agal
mana dimaksud ayat 1 mempunyai uraiar oigas sebagai
berikut :

a.

merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah sebagai pedoman pelaksanaar t 1g:s;
merumuskan sasaran yang hendak cicapai dalam
sebuah program maupun kegiatan deng . rnengacu
pada indikator yang telah ada berdas.ukan skala
prioritas dan penyediaan dana scbagai  dasar
pelaksanaan tugas;

menyiapkan laporan akuntabilitas kirerje. Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah;

menghimpun  data-data  teknis  penyelenggaraan
pemerintahan Dinas Perindustrian, Ferclagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebaga: bahan
penyusunan laporan pertanggungjawatbar. Kinerja
pemerintah daerah dan rencana pembang in:n jangka
menengah (RPJM) sesuai bidang tugas me sing-masing
bidang teknis;

menghimpun data-data realisas: teknis deaksanaan
program dan kegiatan masing-masing bidang teknis
sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah (LPPD) tahunar. can Jlaporan
penyelenggaraan pemerintah daerah (LPRPD) diakhir
periode renstra Dinas Perindustrian, Ferdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengali;

menghimpun data-data realisasi teknis Helaksanaan
program dan kegiatan masing-masing oidang sebagai
bahan penyusunan laporan kerja pertanggurigjawaban
(LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati;

menyusun program dan petunjuk teknis
penyelenggaraan administrasi umurs, keuangan,
kepegawaian serta perencanaan, cveiluasi  dan
pelaporan;

berkoordinasi dengan seluruh bidang-bilang teknis
dalam rangka penyusunan program dan kegiatan
dengan menganalisasi seluruh datz dan real.sasi yang
telah dicapai tahun sebelumnys;

memberikan saran dan pertimbangar teknis atas
pengelolaan administrasi umum, keuangan,
kepegawaian dan tatacara penyusunan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanzan pograim dan
kegiatan dinas kepada atasan,;

menyusun laporan administrasi unium, adininistrasi
keuangan, kepegawaian, perlengkaparn serta
perencanaan sebagai pertanggungjawabart Kkinerja
kepada atasan;
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k. membagi tugas dan mendelegasiken  sebagian
kewenangan kepada bawahan agar pelakanaan tugas
berja.dan lancar, tepat waktu sesusi dengan tugas
masing-masing;

l.  melakukan bimbingan dan petunjuk tekris kepada
bawahan berdasarkan pembagan ugas  yang
diberikan;

m. melakukan penilaian hasil kinera jang diberikan
kepada bawahan secara bererjang cengan cara
melakukan monitoring, evaluasi pelaksinaan tugas
yang diberikan sebagai bahan pengemlbengan karir
bawahan;

n. melaporkan seluruh aktifitas pelaksanzai. tugas yang
dilaksanakan kepada atasan; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan o eh atasan;

Pasal 13

Sekretariat terdiri atas :

a. sub bagian perencanaan dan keuangan;

b. sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkeapan;

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub BEagian yeng berada.
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekreraris.

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempumyai rugas
pokok membantu tugas Sekretaris Diaas dalam
merencanakan kegiatan, melaksanzkan, menbagi tugas
dan mengontrol urusan perencanaan, administasi
keuangan, evaluasi dan pelaporan vaig meliputi
menghimpun rencana program dan kegiatan, 2v:luas dan
laporan capaian target kinerja dan realisasi keuangan dari
masing-masing bidang pada Dinas Porincdustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil M<nengah;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnaiia pada ayat

(1) diatas, Sub Bagian Perencanaan Keuang:r mempunyai

fungsi :

a. merencanakan kegiatan dan administrasi keuangan,
evaluasi dan pelaporan yang meliputi rericana program
dan kegiatan, rencana realisasi keuangzn dan laporan
teknis lain dari bidang-bidang teknis;

b. melaksanakan perencanaar dan acministrasi
keuangan, evaluasi dan pelaporan jaag meliputi
menghimpun seluruh data rencana program dan
kegiatan, kebutuhan anggaran yang disediakan pada
masing-masing bidang teknis;

c. melaksanakan pembagian tugas perencanaan dan
tugas keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya;

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimani dimaksud

pada ayat (2) diatas, sub bagian perencanaan dan
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keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.

B

merencanakan pelaksanaan kegiatan s.ib perercanaan
dan menyusun rencana kerja administr: si keuangan
dinas;

menyusun bahan rencana kerja strategis Renstra) dan
rencana kerja (Renja) dan melaksanalan kegiatan
administrasi keuangan selaku Pejabat Peaatausshaan
Keuangan lingkup dinas sesuai peraturar perundang-
undangan;

mengumpulkan bahan Rencana Pembang man Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dar Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) pada sektor perindustrian,
perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil
menengah;

menyusun Rencana Kegiatan Anggarcn (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggarsn (DP)) Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Uszha Kecil
Menengah;

menghimpun, mengolah usulan dan data-lata rencana
pelaksanaan program dan kegiatan scbagai hasil
pelaksanaan musyawarah rencana pemrbangunan
daerah ditingkat kecamatan, maupun hasl-rasil reses
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeran;
menyelenggarakan akuntansi keuzngan yang meliputs
akuntansi penerimaan kas, akuntans: pengeluaran
kas, dan akuntansi selain kas;

menerima dan memverifikasi pertang urngjawaban
penerimaan dari bendahara penerimaan,;

melakukan verifikasi harian atas  penerimaan
pendapatan daerah;

menguji  kelengkapan dan  kebenaran  SPP-LS
pengadaan barang dan jasa yang disampeikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui atau disetujui
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan [PFTE)

menguji kelengkapan dan kebenaran SPP-JP, SPP-GU,
SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan Pegzawai Neger:
Sipil serta penghasilan lainnya yang ditctapken sesuai
dengan ketentuan peraturan perundaig-undangan
yang diajukan oleh bendahara pengeluarar ;

membuat rancangan SPM atas SPP dimaksud yang
telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan
mengajukannya kepada pengguna anggaran,
menerbitkan surat penolakan SPM bl SPP yang
diajukan bendahara pengeluaran tida< erngkap dan
tidak memenuhi syarat permintaan SPP;

membuat register SPM;

menguji SPJ pengeluaran beserta bukii-bukti dari
penggunaan dana UP, GU, TU, LS pengala:zn barang
dan jasa serta gaji dan tunjangan PNS;

meregister SPJ pengeluaran yang disaur pe:kan oleh
bendahara pengeluaran dalam  bulu register
penerimaan SPJ pengeluaran;

meregister SPJ pengeluaran yang telah d:sahkan oleh
penggunan  anggaran KkKedalam  buku  register
pengesahan SPJ pengeluaran;
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q. meregister SPJ pengeluaran yang telsh ditolak oleh
pengguna anggaran kedalam buku register penolakan
SPJ pengeluaran;

r. meneliti keabsahan bukti-bukti perige uaran yang
menjadi lampiran SPJ bendahara pengelusran;

s. menguji kebenaran perhitungan atas pergeluaran per
rincian obyek yang tercantum dalam riagkasan per
rincian obyek;

t. menguji kesesuaian SPM dan SP21) yans éiterbitkan
periode sebelumnya;

u. menyusun laporan realisasi keuangan yar g tercliri dari
laporan realisasi anggaran (LRA), laporar rerace dan
laporan catatan atas laporan keuangan (Celk|;

v. melakukan rekapitulasi saldo-saldo Tuku  besar
menjadi neraca saldo;

w. melakukan penyesuaian atas saldo pade akun-akun
tertentu dan pengakuan atas transaksi-irnsaksi yang
bersifat akrual;

X. mencatat transaksi-transaksi baik pendapten, belanja.
asset dan selain kas berdasarkan bukt-kukt yang
terkait;

y. memposting jurnal-jurnal pendapatan, telanja asset
dan selain kas kedalam buku besarnya masirig-ranasing;

z. menghimpun bahan-bahan disektor pe rincdustrian,

bahan penyusunan Laporan Penelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) tahunan dana PPD lima
tahunan;

aa. mengumpulkan bahan-bahan Lapo an Kerja

Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir takur dan akhir
masa jabatan Bupati dan wakil Bupeti peda sektor
perindustrian, perdagangan, koperasi dan iasaha mikro
kecil menengah;

bb. menyusun laporan akuntabilitas kinerja diaas (LAKIP);

cc. menyusun rekapitulasi dan laporan dzta-d:ta teknis
seluruh bidang teknis;

dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisir
permasalahan yang terjadi untuk kemruciar mencari
alternative pemecahannya dalam lingkup dnas;

ee. mempelajari, memahami dan melaksanax<en oeraturan
perudang-undangan sebagai pedoman »jelaksanaan
tugas,;

ff. memberi tugas kepada bawahan agar meclaksanakan
tugas sesuai dengan pedoman yang berlaa;

gg. menilai hasil kerja bawahan dengar. jala1 meraonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya urtuk hahan
pengembangan karir; dan

hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan ol :h atasan;

Pasal 15

(1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Ferlengkapan
mempunyai tugas pokok membantu tugas Sckietiris Dinas
dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi
tugas-tugas dan mengontrol urusan tata  warkat,
kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, perléngkepan,



(2)

(3)
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perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang psrkantoran

pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, k operasi  dan

Usaha Mikro Kecil Menengah;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub I3 gizn Umum,

Kepegawaian dan Perlengkapan mempunvai f1:n gsi

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatar urusen tata
warkat, kepegawaian, kehumasan, cokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan a at tulis serta
ruang perkantoran,;

b. melakukan pembagian pelaksanaan tugss urusan tata
warkat, kepegawaian, kehumasan dan cokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluar: a'at tulis serta
ruang perkantoran; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan;

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan erlengkapan

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagiar, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat.
kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, perlernigkapan.
keperluan alat tulis serta ruang perkantcra;

b. melaksanakan ketatawarkatan dinas meliputi
pengaturan pengelolaan surat-surat dinas baik surat
masuk dan surat keluar serta pengaturar pencatatan
jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelancoren tugas;

c. menyiapkan bahan-bahan kehumasan diras;

d. menganalisa kebutuhan perlengkapan caa zeperluan
alat tulis kantor, kebutuhan perlengkapan kantor,
kebutuhan sarana alat dan peralatan kanio- yang lain;

€. menyusun rencana kebutuhan barang dinas;

f. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang-

barang dinas;

g. melaksanakan pengadaan perlengkapan den <eperluan
alat tulis kantor, penataan gedung maupuar. halaman
kantor, pemeliharaan sarana peralatan kzn or;

h. melaksanakan penyusunan daftar bararg dinas
menurut penggolongan dan kodefikasi barang;

i. melaksanakan pencatatan barang-barang nilik deerah
dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, I3, C, ID, E dan
|

j- melaksanakan dokumentasi kepemilikan btar:ng selain
kendaraan, tanah dan bangunan,;

k. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik
daerah pada dinas sebagai bahan penjyusuwran Buku
Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik
pemerintah daerah;

1.  mendistribusikan perlengkapan dan keperlvan alat tulis
kantor pada masing-masing bidang;

m. menyusun bahan pengajuan penetapar. s:atus untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik dacrah yang
diperoleh dar beban APBD dan perolcharn ainnye yang
sah;

n. menganalisa dan menyusun usulan penghespusan asset
dinas;

o. melaksanakan pencatatan dan inventarisaii berang
milik daerah yang berada dalam penguasaa dinas;

p- menyusun usulan pemindahtanganan barang milik
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daerah berupa tanah dan atau bangunan vang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan bangunan;

q. melaksanakan wurusan administrasi kepegawaian
lingkup dinas yang meliputi pelavanan acministrasi
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala defiar urut
kepangkatan, data pegawai, kerti.,  pegawai,
karis/karsu, tunjangan anak atau keluarga BPJS,
Taspen, taperum, pension, membuat usulan formasi
kebutuhan pegawai, membuat usulan izin be lajar,
membuat usulan izin diklat, penyesuaian i azah. usulan
pemberian penghargaan, memberikar layaian penilaian
angka kredit jabatan fungsional, pembiraan atau
teguran disiplin pegawai, membuat usulan cuti pegawai
sesuai aturan yang berlaku, membuat pemberian izin
menikah atau cerai, membuat usulan pemberhentian
dan pengangkatan dari dan dalam jabaten, rnembuat
usulan serta mengusulkan perpindahar at:u mutasi
pegawai sesuai peraturan yang berlaku, melaksanakan
pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai,

r. mengelola administrasi perjalanan dinas.

s. melakukan evaluasi pelaksanaan ugas  dan
menginventarisir permasalahan lingkup lugasnya serta.
mencari alternatif pemecahannya;

t. mempelajari, memahami dan melaksanaxan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesuei tugas dan
tanggungjawabnya;

u. membagi tugas kepada bawahan;

menilai hasil kerja bawahan;

W. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya kepada atasan; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan;

=

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Induistri

Pasal 16

(1) Bidang Pengembangan Industri mempunyai ugas pokok
membantu tugas kepala dinas dalam m:rencanakan

operasional, mengelola, mengkcor:inasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan program dan kegiatan urusan pengembangan
industri;

(2) Bidang Pengembangan Industri dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
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Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Pengembar ge.n Industri
menyelenggarakan fungsi :

(2)

a.

b.
&

d.

merencanakan operasional urusan o ngembeangan
industri;

mengelola urusan pengembangan irdustri

melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
urusan pengembangan industri; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh arasan
sesuai dengan tugas dan fungsinyz;

Bidang Pengembangan Industri dalam meny lenggarakan
fungsinya sebagaimana dimaksud pada aya: (1) diatas,
mempunyai uraian tugas sebagai berikuit :

a.

menyusun rencana program dan kegsiatan serta
kebutuhan anggaran masing-masing program dan
kegiatan;

menyiapkan bahan rencana strategis can rercana,
kerja tahunan bidang pengembangan industri;
menyiapkan bahan-bahan penyusunan RPJP dan
RPJM sesuai bidang tugasnya;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan LIPPL) tahunan
dan LPPD akhir masa jabatan Bupsd dan Wakil
Bupati sesuai bidang tugasnys;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan LKFPJ akhir
tahun dan akhir masa jabatan Bupat dan Wakil
Bupati sesuai bidang tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan rerncana strategis dan
rencana kerja tahunan bidang wnengembangan
industri;

mengelola dan menganalisa urusan pengembangan
industri yang meliputi industri kccil meneagah dan
industri agro dan hasil hutan,;

melaksanakan kebijakan teknis pembinain perizinan
yang meliputi tanda daftar industri da surat izin
usaha industri yang diterbitkan oleh baden pelayanan
perizinan kabupaten skala innestasi s/4 10 miliar
rupiah tidak termasuk tanah dan banzunan tempat
usaha;

menyediakan bahan rumusan  kebhiakan  dan
penetapan bidang usaha inidustri;

menyusun bahan kebijjakan  pengeolaan dan
pengembangan kawasan industri;

melaksanakan fasilitasi usaha deélem rangka
pengembangan IKM dan pelatihan teknis manajemen
bagi pengusaha kecil dan keterampilan bigi pengrajin
serta pembinaan pejabat penyuluh industri dalam
pengembangan industri;

memberikan  perlindungan  kepastian  berusaha
terhadap usaha industri, pengencalan  dan
pengawasan terhadap pencemaran limbah industri;
memanfaatkan  dan melaksanakan  penelitian,
pengembangan dan penerapan tekiologli  dan
mensosialisasikan hasil penclitian can  jrenerapan



aa.

bb.
ce.

dd.

€c.
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teknologi dibidang pengembangan indust 1i:
menyelenggarakan bimbingan teknolog dan
pengawasan mutu produksi, diversifikas procduk dan
inovasi teknologi industri;

menerapkan standar kompetensi dar. pielaksanakan
pendidikan dan pelatihan perigembangan industri bagi
aparatur pembina industri;

memfasilitasi akses permodalan bagi incusri melalui
bank dan lembaga keuangan bukar bank untuk skala
tertentu sesuai peraturan perundang-vncangan,
menyediakan  bahan-bahan dan  nelaksanakan
kerjasama pengembangan industri riealui pola
kemitraan usaha industri kecil, meiengah dan
industri besar serta sektor ekonomi lainm a;
melaksanakan diseminasi data  industri  dan
menyusun laporan perkembangan iruciustri, potensi
dan profil industri yang dikembangkan.

melakukan monitoring, evaluasi dalam  urusan
pengembangan industri;

menyelenggarakan koordinasi teknis cengarn hidang
lain dan koordinasi teknis ditingkat yang ebih tinggi;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
penyajian data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan
program dan kegiatan dalam urusan peagembangan
industri;

menyusun laporan pertanggungawabar keuangan,
laporan realisasi dan akuntabilitas kirerja urusan
pengembangan industri;

mengendalikan pelaksanaan teknis programn dan
kegiatan dalam urusan pengembangan incustri
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang-
barang milik daerah dalam lingkup Iidang
pengembangan industri;

mempelajari, memahami dan menvelenggarakan
peraturan perundang-undangan den  ketentuan-
ketentuan teknis dalam urusan peagernbangan
industri;

memberikan saran dan pertimbangan tcknis bidang
pengembangan industri kepada atasan;

melaksanakan  evaluasi  dan mer giinventarisir
permasalahan lingkup tugas dan fungsinya;

membagi tugas kepada bawahan;

menilai hasil kerja bawah, memberi biribingan dan
petunjuk teknis dalam urusan peagernbangan
industri;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab yang diberikan kepada atasan, cdan
melaksanakan tugas lain yang diberikan etasan;

Pasal 18

(1) Bidang Pengembangan Industri terdiri atas -
a. seksi industri kecil dan menengzah;
b. seksi industri agro dan hasil hutan;
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c. seksi industri tekstil, aneka logam dan per=l ayasaan;

(2) Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ¢1 atas dipimpin

(1)

(2)

(3)

f)leh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangaung
jawab kepada Kepala Bidang Pengembargan Industri:

Pasal 19

Seksi Industri Kecil dan Menengah sebaga mins tersebut
pada Pasal 18 ayat (1) huruf a diatas, mempunyai tugas
pokok membantu tugas Kepala Bidang Peagembangan
Industri dalam merencanakan Program dan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengortrol urusan
industri kecil menengah;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimurna dimaxksud

pada ayat (1), seksi industri kecil menengzh mempunyai

fungsi :

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan urusan
pengembangan industri kecil menengah;

b. melaksanakan program dan kegiaten = urisan
pengembangan industri kecil menengah.

c. melakukan pembagian tugas urusan pengembangan
industri kecil menengah; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinva

Dalam melaksanakan fungsinya, sekst Industr  Kecil

Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut -

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran program
dan kegiatan dalam urusan industri kecil dan
menengah;

b. menyiapkan bahan rancangan strategis can rencana
kerja urusan industri kecil dan menengan;

c. menyiapkan bahan dan data-data teknis dale.m rangka
penyusunan RPJP dan RPJM dalem urusan
pengembangan industri kecil dan menengeh;

d. menyiapkan bahan dan data-data teknis dale:m rangka
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahun
dalam urusan pengembangan industri kecil dan
menengah;

e. menyiapkan bahan dan data-data teknis d de:m rangka
penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKFJ akhir masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati daJlam unisan
pengembangan industri kecil dan menenge h;

f. menyiapkan program kerja tahunan calam rangka
penyusunan rencana kerja anggaran den dokurnen
pelaksanaan anggaran dalam urusan pengembangan
industri kecil dan menengah,;

g. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan
pembinaan atas perizinan yang berkaitar dengan
urusan pengembangan industri kecil dan menengeah;

h. menghimpun, menganalisa bahan dar data-data
teknis dalam penetapan kawasan industri  kecil
menengah;

i. melaksanakan hasil penetapan kawasan :nc.ustri keci
dan menengah;

j. ~menyusun bahan dan data-data teknis faslitasi usaha
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dfa.lam rangka pengembangan industri kecil menengah
didaerah;

menyusun bahan dan data-darz  tekris pelatihan
teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan industri
keterampilan bagi pengrajin dalam 1 arz lingkup
industri kecil menengah;

menyusun bahan dan data-date tekriis lrembinaan
pejabat  fungsional penyuluh industri  dalam
pengembangan industri kKecil menengah:

memberikan  fasilitasi  usaha  dalem  rs ngka
pengembangan industri kecil menengah d kabupaten;
melaksanakan pelatihan teknis manjeraen bagi
pengusaha kecil dan keterampilan hag pengrajin
dalam bidang garapan pengembarigan industri kecil
menengah,

menyusun langkah-langkah dalam rangka pemberian
perlindungan dan kcpastian terhadap peagembangan
industri kecil menengah;

menyusun langkah-langkah  pengendalian  dan
pengawasan terhadap pencemaran ling<ungsn sebagai
dampak dari pengembangan usaha industri kecil dan
menengabh;

memberikan informasi teknologi, informasi
pemasaran, sumber daya manusia yang menyangkut
urusan pengembangan industri kecil menengah
menghimpun bahan dan data-data tekris pelaksanaan
penelitian, pengembangan dan penerzpan teknologi
dalam wurusan pengembangan indusim  kecil dan
menengah,;

melakukan bimbingan, pengawasan terladap mutu
produksi, diversifikasi produk dan inovasi produk
industri dalam urusan pengembangar industri kecil
dan menengah;

menghimpun bahan dan data-datz tekn's dari hasil
bimbingan dan pengawasan yang dilak ikan untuk
dijadikan sebagai bahan evaluasi sebagai upaya
pengembangan industri kecil menengah;
melaksanakan standar komptensi dan meleksanakan
diklat SDM aparatur pembina industri sebaga upaya
pengembangan industri kecil menengah;

menghimpun bahan dan data-data tekr:s dalam
memberikan fasilitasi dan akses pemod:lan bagi
industri kecil menengah melalui bank aau lembaga
keuangan bukan bank;

menghimpun bahan dan data-data tekmnis pembinaan
industri kecil menengah dalam rangka pencegahan
pencemaran sebagai dampak dari kegiat:n usaha
industri;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data-data
teknis hasil pelaksanaan pendataanr maupun
diagnosis industri kecil menengah secbagai bahan
laporan pengembangan industri kecil mencngah;
pelaksanaan program dan kegiatan, harus
professional, transparan, akuntabel den dapat
dipertanggungjawabkan;

melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan
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program dan kegiatan dilingkungan p-ngzemb: ngan
industri kecil menengah;

aa. mempelajari, memahami dan melaksanak ar peraturan
perundang-undangan  sebagai pedornan  dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab;

bb. membagi tugas kepada bawahan un:i: kelancaran
pelaksanaan tugas;

cc. melaporkan hasil pelaksanazn tugas kepada atasan;
dan

dd. melaksanakan tugas lain yang diberikar cleh atasan;

Pasal 20

(1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan sebagaimar.a tersebut

(2)

(3)

pada Pasal 18 ayat (1) huruf b diatas mernpurnyai tugas

pokok membantu tugas Kepala Bidang Pe ngembangan

Industri dalam merencanakan program dan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan  ruengontrol

pelaksanaan program dan kegiaten urusar iadustri agro
dan hasil hutan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud

ayat (1), seksi industri agro dan hasil hutan mempunyai

fungsi :

a. merencanakan dan melaksanakan orogram dan
kegiatan dalam urusan industri agro dan hasil hutan;

b. membagi tugas kepada bawahan urusar -nclustri agro
dan hasil hutan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan o eh atasan;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada

ayat (2) diatas, Seksi Industri Agro dan lasil Hutan

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana Kkegiatan serta  kebutuhan
anggaran program dan kegiatan dalaum  urusan
industri agro dan hasil hutan,;

b. menyiapkan bahan rancangan strategis lar rencana
kerja urusan industri Agro dan hasil huta;

c. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalarn rangka
penyusunan Rencana Pembangunan Jangk: Panjang
dan Rencana Pembangunan Jangka Mecnengah dalam
urusan pengembangan industri agro dan has:1 hutan;

d. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalarm rangkea
penyusunan Laporan Penyelenggaraen Pemerintah
Daerah tahunan dan Laporan Pemyelinggaraan
Pemerintah Daerah Ilima tahun dalur. urusan
pengembangan industri agro dan hasil hutan

e. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam rangka
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
akhir tahun dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban akhir masa jzbatan Bupati dan
Wakil Bupati dalam urusan pengembangan industri
agro dan hasil hutan;

f. menyiapkan program kerja tahunan delarn rangka
penyusunan rencana kerja anggaran den dokumen
pelaksanaan anggaran dalam urusan pengembangan
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industri agro dan hasil hutan:

menyusun bahan-bahan dan rielaksanakan
pembinaan atas perizinan yang ber<ziran dengan
urusan pengembangan industri Agro dzn hesil hutan:
menghimpun, menganalisa bahan den date-data
teknis dalam penetapan kawasan industri industri
agro dan hasil hutan;

melaksanakan hasil penetapan kawasan inclustr agro
dan hasil hutan;

menyusun bahan dan data-data teknis “asilitasi usaha
dalam rangka pengembangan industr agrc dan hasil
hutan;

menyusun bahan dan data-data texris pelatihan
teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan industri
keterampilan bagi pengrajin dalam ruang lingkup
industri kecil menengah;

menyusun bahan dan data-data tcknis pembinaan
pejabat  fungsional penyuluh industri  dalam
pengembangan industri kecil menengah;

memberikan  fasilitasi usaha  dalem  rangka
pengembangan industri agro dan hasil huan;
melaksanakan pelatihan teknis mangjermen bagi
pengusaha kecil dan keterampilan bhag pengrajin
dalam bidang garapan pengembangan industri agro
dan hasil hutan;

menyusun langkah-langkah dalam rangka pemberian
perlindungan dan kepastian terhadap peagernbangan
industri agro dan hasil hutan;

menyusun langkah-langkah  pengencelian  dan
pengawasan terhadap pencemaran lingkuag:sn sebagai
dampak dari pengembangan usaha industri agro dan
hasil hutan;

memberikan informasi teknologi informasi
pemasaran, sumber daya manusia yanz msnyangkut
urusan pengembangan industri agro darn Lasil hutan;
menghimpun bahan dan data-data tekriis pelaksanaan
penelitian, pengembangan dan penerapan tekrnologi
dalam urusan pengembangan industri agro dan hasil
hutan;

melakukan bimbingan, pengawasan térhacap mutu
produksi, diversifikasi produk dan irovasi produk
industri dalam urusan pengembangan industri agro
dan hasil hutan;

menghimpun bahan dan data-data teknis dari hasil
bimbingan dan pengawasan yang dilekuakan untuk
dijadikan sebagai bahan evaluasi sebagai upaya
pengembangan industri agro dan hasil hu ary;
melaksanakan standar kompetensi dan meclaksanakan
diklat SDM aparatur pembina industri sebegai upaya
pengembangan industri agro dan hasil ua arn;
menghimpun bahan dan data-data teknis dalam
memberikan fasilitasi dan akses pemodalan bagi
industri agro dan hasil hutan melalul bank atau
lembaga keuangan bukan bank;

menghimpun bahan dan data-data tekni. pembinaan
industri kecil menengah dalam rang<a pencegahan
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pencemaran sebagai dampak dari kegatan usaha
industri;

x. menghimpun, mengolah dan menganalisa data-data
teknis hasil pelaksanaan pendataan maupun
diagnosis industri sebagai bahan laporan
pengembangan industri agro dan hasil huian;

y. pelaksanaan program dan kegialan harus
professional, transparan, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan;

z. melakukan pengawasan internal dalam pe aksanaan
program dan kegiatan dilingkungan pengembangan
industri agro dan hasil hutan;

aa. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan  sebagai  pecorar  dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjaweb;

bb. membagi tugas kepada bawaharn untul kelancaran
pelaksanaan tugas;

cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepaca atasan;
dan

dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleln atasan,;

Pasal 21

Seksi Industri Tekstil, Aneka Logam dan Perekayasaan
sebagaimana tersebut pada Pasal 1& ayat (1) huruf c
mempunyai tugas pokok membantu tugas K:pala Bidang
Pengembangan Industri dalam merencanakan program dan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dar mengontrol
pelaksanaan program dan kegiatan urusan industri tekstil,
aneka logam dan perekayasaan;

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimeksud

ayat (1), seksi industri tekstil, anecka lcgam dan

perekayasaan mempunyai fungsi :

a. merencanakan dan melaksanakan programn dan
kegiatan dalam urusan indusftri rekstil, aneks logam
dan perekayasaan;

b. membagi tugas kepada bawahan uvrusan industri
tekstil, aneka logam dan perekavasaan din

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan olen atasan;

(3). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tcrsebut pada

ayat (2) diatas, Seksi Industri tekstil, aneck logam dan

perekayasaan mempunyai uraian tugas sebageoi berikut :

a. menyusun rencana kegiatan serta  kebutuhan
anggaran program dan kegiatan calamn urusan
industri tekstil, aneka logam dan perekayasaan;

b. menyiapkan bahan rancangan strategis den rencana
kerja wurusan industri tekstil, aneka logam dan
perekayasaan;

c. menyiapkan bahan dan data-data tcknis dalam rangka
penyusunan RPJP dan RPJM dalam urusan
pengembangan industri tekstil, aneka logam dan
perekayasaan,

d. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam rangka
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lma tahun
dalam urusan pengembangan industri tekstil, aneka
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logam dan perekayasaan;

menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam rangka
penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati delara urusan
pengembangan industri tekstil, aneka lcgam dan
perekayasaan;

menyiapkan program kerja tahunan d.adam rangka
penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen
pelaksanaan anggaran dalam urusan pengembeangan
industri tekstil, aneka logam dan perekavasaan;
menyusun bahan-bahan dan mel:ksanakan
pembinaan atas perizinan vang berkaiten dengan
urusan pengembangan industri tekstil. aneka logam
dan perekayasaan;

menghimpun, menganalisa bahan dan data-data
teknis dalam penetapan kawasan industri tekstil,
ancka logam dan perckayasaan;

melaksanakan hasil penetapan kawasan industri
tekstil, aneka logam dan perekavasaan:

menyusun bahan dan data-data teknis fasibrasi usaha
dalam rangka pengembangan industri tckstil, aneka
logam dan perekayasaan;

menyusun bahan dan data-data teknis pembinaan

pejabat dalam rangka pengawasai.  terhadap
operasional industri tekstil, aneka logam dan
perekayasaan,;

menyusun langkah-langkah dalarn rangka pernberian
perlindungan dan kepastian terhadap jpengembengan
industri tekstil, aneka logam dan perekaviisaan;
menyusun langkah-langkah  pengendal:an  dan
pengawasan terhadap pencemaran lingkungan sebagai
dampak dari pengembangan usaha ncusri tekstil,
aneka logam dan perekayasaan;

memberikan informasi teknologi, informasi
pemasaran, sumber daya manusia vang menyangkut
urusan pengembangan industri tekstil aneks logam
dan perekayasaan;

menghimpun bahan dan data-data teknis pelaksanaan
penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi
dalam urusan pengembangan industri tekstil, aneka
logam dan perekayasaan;

melakukan bimbingan, pengawasan ternadap mutu
produksi, diversifikasi produk dan inovesi produk
industri dalam urusan pengembangan industri teksti,
aneka logam dan perekayasaan;

menghimpun bahan dan data-data tekris dari hasil
bimbingan dan pengawasan vang dilakukan untuk
dijadikan sebagai bahan evaluasi sebagai upaya
pengembangan industri tekstil, aneka logam dan
perekayasaan;

melaksanakan standar komptens: darn n.elaksanakan
diklat SDM aparatur pembina industri schzagai upaya
pengembangan industri tekstil, aneka logam dan
perekayasaan;

menghimpun bahan dan data-data tcknis dalam
memberikan fasilitasi dan akses bagi ndustr: tekstil,



(1)

(2)

- 925

aneka logam dan perekayasaan rmelalui bank atau
lembaga keuangan bukan barnk;

t. menghimpun bahan dan data-darz teknis pembinaan
industri tekstil, aneka logam dan perekayasaan dalam
rangka pencegahan pencemaran sebagai dampak dari
kegiatan usaha industri;

u. menghimpun, mengolah dan mengar:lisa date-data
teknis hasil pelaksanaan pendataen maupun
diagnosis industri sebagai bahen laporan
pengembangan industri tekstil, aneka logam dan

perekayasaan;

v. pelaksanaan program dan kegiatan harus
professional, transparan, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan;

w. melakukan pengawasan internal dalarn pelaksanaan
program dan kegiatan dilingkungan pengembangan
industri tekstil, aneka logam dan perckasyasaan;

x. mempelajari, memahami dan melaksar.akan peraturan
perundang-undangan  sebagai  pedoran  dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawalb;

y. membagi tugas kepada bawahan untul kelancaran
pelaksanaan tugas;

z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
dan

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikarn cleh atasan;

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 22

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokck imembantu
tugas Kepala Dinas dalam merencanakan orogramm dan
kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam
urusan perdagangan;

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) diatas, Bidang Perdagangan

mempunyai fungsi :

a. merencanakan dan melaksanakan program dan
kegiatan operasional dalam urusan percagangan,;

b. melakukan pengendalian, evaluasi den pelaporan
dalam urusan perdagangan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan cieh atasan
sesuai tugas dan fungsinya,

(2) Bidang Perdagangan dalam melaksanelkan fungsinya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal uraian
tugas :
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menyelenggarakan penyusunan rencana progrant dan

kegiatan serta kebutuhan anggaran masing-masing

program dan kegiatan dibidang perdagangan;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana
kerja tahunan bidang perdagangan,

menyiapkan bahan-bahan penyusunar RPJP dan

RPJM sesuai bidang tugasnya;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan LPPD tahunan

dan LPPD akhir masa jabatan Bupat. dan Wakil

Bupati sesuai bidang tugasnya;

menyiapkan bahan-bahan penvusunan LKPJ akhir

tahun dan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati sesuai bidang tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan

rencana kerja tahunan bidang perdagangn.

mengelola dan menganalisa urusan perdoagangan yang

meliputi pengembangan dan pcnataan pasar, sarana

dan prasarana dan pembinaan usaha. perlindungan
konsumen, perdagangan antar puleu d:n  ekspor
impor;

merumuskan kebijakan perdagangan calam negeri

yang meliputi :

a. pembinaan atas izin yang diperoleb yang terdiri
izin jual beli barang-barang pangan kebutuhan
pokok, izin jual beli barang sandang pekaien, izin
jual beli papan bangunan dan izin-iz:n lain seperti
izin usaha pasar modern dengan laas 2000 M?
yang terkait dalam urusan perdagumzan dalam
negeri;

b. melakukan pengawasan terhacdap daftar
keagenan dan distributor, pengawvasan daftar
usaha waralaba lokal, pengawasan terhadap
tanda daftar gudang dengan luas dbawah 2500
M2,

c. pembinaan dan pengawasan, moaiitoring dan
evaluasi atas penerbitan izirn pescdagangan
kategori dalam pengawasan skali. abupaten
SIUP minuman beralkohol golongen B dan C
untuk pengecer, penjualan langsung untuk
diminum ditempat, pengecer cart  penjual
langsung untuk diminum ditempat untuk
minuman beralkohol mengancuag rempah
sampai dengan 15%, rekomendasi SIUP bahan
berbahaya dan rekomendas: pengekuan
perdagangan kayu antar pulau;

d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan,
monitoring dan evaluasi kegiatan njormasi pasar
dan stabiltas harga yang meliputi monitoring dan
fasilitasi kegiatan distribusi bahai. kebutuhan
pokok dan pemantauan serta pencatasn usaha
jasa perdagangan,

e. melakukan pembinaan dan = pengawasan,
monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan
penggunaan produksi dalam neger:;

f. pelayanan dan penanganan  penyelesaian
sengketa konsumen;
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g. pengusulan pembentukan BPSK kepada
pemerintah daerah dengan berkoordinasi pada
provinsi dan fasilitasi operasional 3P3K;

h. melakukan koordinasi dan sos:aliszsi dalam
pelaksanaan  kebijakan dalam = pengawasan
peredaran barang dan jasa;

i. melakukan pembinaan, sosialisas, publikasi,
koordinasi  serta evaluasi penyelenggaraan
perlindungan konsumen;

J- memfasilitasi pembinaan pengenda-an SDM
metrologi legal skala kabupaten;

k. memfasilitasi pengadaan standar ukuran dan
laboratorium metrologi legal, pelavanan tera dan
tera ulang alat UTTP;

l.  memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama
metrologi legal skala kabupaten;

m. melaksanakan penyuluhan dan  pingawasan
terhadap penggunaan alat UTTP dan BDK'T;

n. pembinaan aparatur operasional alat Ul'TP; dan

0. pengawasan terhadap pelanggarin undang-
undang perlindungan konsumen;

merumuskan kebijakan teknis perdagargan luar

negeri ekspor impor yang meliputi :

a. penyediaan bahan = perumusan kebijakan,
koordinasi, sosialisasi, monitoring d in pelaporan
ekspor dan impor, penerbitan SKA, penelusuran
keterangan asal barang;

b. pengambilan contoh, pengujian, n-peksi teknis
dan sertifikasi mutu barang veng meliputi
pengambilan contoh yang dilacukan oleh
production  possibility  curve PPC) yang
teregistrasi, pengujian dan inspeksi teknis yang
dilakukan oleh lembaga uj1 insneksi teknis
sertifikasi yang terakreditasi adan terzgistrasi;

c. penyediaan bahan  perumusan kebijakan,
sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan
monitoring dan pelaporan penyecdizan informasi
potensi ekspor daerah;

d. penyediaan bahan rumusan <ébijaken penetapan
kesepakatan penyediaan komodit: scbaga: bahan
ekspor;

e. pemberian fasilitasi bimbingan teknis dan
evaluasi dibidang perdagangan luer regeri; dan

f. mendorong meningkatnya produksi ekspor
daerah;

merumuskan kebijjakan teknis moritoring dan

sosialisasi kerjasama perdagangan intertasional yang

meliputi hasil-hasil kesepakatan kerjasama
perdagangan, subsidi, perdagangan bilatecal;
merumuskan kebijakan teknis perdagangar. berjangka
komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang
dan pasar lelang yang meliputi :

a. koordinasi penanganan  kasus-lasus  yang
berkaitan dengan  perdagangan  berjangka
komoditi dan pembinaan komoditas; dan

b. pembinaan, pengaturan dan pengiwasarn yang
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bersifat teknis terhadap penvelengg:iraan dan

pelaku pasar lelang skala kabupaten
melaksanakan pembinaan dan pengawasan, evaluasi
dan pelaporan terhadap seluruh perizinan yang terkait
pada sektor bidang perdagangan;
memberikan  perlindungan  kepastiast  berusaha
terhadap usaha perdagangan;
melaksanakan diseminasi data perdegangan dan
menyusun laporan perkembangan hearga bearang-
barang sandang, pangan dan papan. potensi usaha
komoditi daerah dan profil usaha yang berjangka
komoditi daerah;
menyusun konsep kebijakan, pecdoman dar petunjuk
teknis pengembangan dan penataan pasar, pembinaan
dan pengawasan serta pemeliharasn sarana dan
prasarana;
menyelenggarakan tcknis perpasaran yang meliputi
kegiatan pengembangan pasar dan penatian pedagang
pasar demi ketertiban pasar;
menyelenggarakan pengaturan, pernanfeatan dan
pengawasan penggunaan kios serta lahan
dilingkungan pasar;
melakukan pembinaan pasar swasta dan pasar
tradisional;
menyelenggarakan pembinaan dan pengawzasan teknis
kegiatan penataan pasar, ketertiban, kebcrsihan pasar
serta bekerjasama dengan berbagai pihzk terkait;
melakukan monitoring, evaluasi cdan pelajporan atas
kegiatan penataan pasar;
menyiapkan kebutuhan, pengaturan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
Menyiapkan regulasi dalam pengaturan, pemanfaatan
pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli
daerah kabupaten;
menyelenggarakan koordinasi teknis cdengan bidang
lain dan koordinasi teknis ditingkat vang lebih tinggi;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
penyajian data yang diperoleh dari hasil peleksanaan
program dan kegiatan dalam urusan perdaganger;
menyusun laporan pertanggungjawaban <euangan,
laporan realisasi dan akuntabilitas kinerja urusan
perdagangan;
mengendalikan pelaksanaan teknis program dan
kegiatan dalam urusan perdagangan;
melakukan pengamanan dan pemeliharasn barang-
barang milik daerah dalam linglup  bidang
perdagangan;
mempelajari, memahami dan menyclenggarakan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan-
ketentuan teknis dalam urusan ocngembeangan
industri;
memberikan saran dan pertimbangan tcknis bidang
pengembangan industri kepada atasan,
melaksanakan evaluasi dan roernginventarisir
permasalahan lingkup tugas dan fungsinya;
membagi tugas kepada bawahan dem: «elancaran
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pelaksanaan tugas;

ff. menilai hasil kerja bawah, mermberi himbingan dan
petunjuk teknis dalam urusan per dlagangan;

gg. melaporkan hasil pCladellcldrl tugas dan
tanggungjawab yang diberikan kepade atasan dan

hh. melaksanakan tugss lain yang dll/(,l‘u{,.d at:san;

Pasal 24

(1) Bidang Perdagangan terdiri atas :

a. seksi pengembangan pasar dan penataan sarana
distribusi perdagangan;

b. seksi bina usaha dan perlindungan konsumer::
c. seksi ekspor impor

(2) Seksi sebagaimana tersebut pada avat (1) di :.tes dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bert: anggung
jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan:

Pasal 25

(1) Seksi Pengembangan Pasar dan Penatias Sarana
Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal
24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pckok membantu
tugas kepala bidang dalam merencanakan osrogram dan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dai. mengontrol
urusan pengembangan dan penataan pasar, sarans dan
prasarana perdagangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimeksud
pada ayat 1, Secksi Pengecmbangan Pasar dan Penataan
Sarana Distribusi Perdagangan mempunvai flL.uigsi
a. merencanakan dan melaksanakan prograrn dan

kegiatan serta kebutuhan anggaran dalam urusan
pengembangan dan penataan pasar, sarana dan
prasarana perdagangan,

b. melakukan pembagian tugas kepada bawvahan dalam
urusan pengembangan dan penataan pasar, sarana
dan prasarana perdagangan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan;

(3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimara dmaksua
pada ayat (2), Seksi Pengembangan Pasar dan Penataan
Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai “1raian tugas

sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan serta  kebutuhan
anggaran program dan kegiatan dalam  urusan

pengembangan dan penataan pasar, sarane dan
prasarana perdagangan,;

b. menyiapkan bahan rancangan strategis dan rencana
kerja urusan pengembangan dan penestaan pasar,
sarana dan prasarana perdagangan;

c. menyiapkan bahan dan data-cdata teknis calam rangka
penyusunan RPJP dan RPJM daltan  urusan
pengembangan dan penataan pasar, sarana dan
prasarana perdagangan;
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menyiapkan bahan dan data-data teknis dalarn rangka
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD I:ma tahun
dalam urusan pengembangan dzn perataan pasar,
sarana dan prasarana perdagangan;

menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam rangka
penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKF]J :zkhir masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati didem urusan
pengembangan dan penataan paser, s:irana dan
prasarana perdagangan;

menyiapkan program kerja tahunan cal:m rangka
penyusunan rencana kerja anggarari carn dokumen
pelaksanaan anggaran dalam urusan pengembangan
dan penataan pasar, sarana dar prasarana
perdagangan;

menyelenggarakan dan melaksanakan pengaturan,
pemanfaatan, penataan Kios, Los terbuka serta lahan
dalam lingkungan pasar;

melaksanakan monitoring pelaksanamn  kegiatan
pengembangan dan penataan pasar;

melaksanakan pengembangan pasar can monitoring
sarana dan prasarana pasar;

melaksanakan pembinaan pasar desz can pasar
swasta;

menyelenggarakan pengelolaan atas retriousi kios dan
los serta retribusi penggunaan lahan pasar sebagai
sarana jual beli guna peningkatan perdepatan asli
daerah;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelajporan atas
pelaksanaan pengelolaan retribusi dacren dengan
berkoordinasi dengan  SKPD  terkait  dengan
pendapatan daerah;

menghimpun, mengolah dan menganzlisa data yang
diperoleh atas pelaksanaan pengelolaan retribusi
daerah sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dalam
peningkatan kinerja dan pendapatan retrisusi pasar;
melaksanakan pendataan jumlah pedegang selaku
pengguna sarana pasar dan jenis barang dagangan
secara kontinyu;

melakukan pembinaan dan pengawzsen pedagang
atas penggunaan alat UTTP dan EDKT sesuai
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pembinaan dan pemantauan
pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan kondisi
sarana dan prasarana pasar,

menciptakan  kondisi pasar sebagei kawasan
perdagangan yang aman, tertib, bersih;

melakukan koordinasi antar instansi “erkait dengan
kebersihan dan keamanan pasar;

melakukan monitoring, verifikasi dann  pelaporan
harga-harga barang kebutuhan sandang, pangan dan
papan secara kontinyu serta laporan perkembeangan
harga kebutuhan pokok lainnya;

menyusun laporan akuntabilitas kernerra dalam
pelaksanaan tugas urusan pengembangan dan
penataan pasar, sarana dan prasarana perd:sgangan;
menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
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atas pelaksanaan seluruh program lan kegiatan
urusan pengembangan dan penataarn pasar, sarana
dan prasarana;

v. melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan
kegiatan pengembangan dan penataar dazar. sarana
dan prasarana perdagangan;

w. mempelajari, memahami dan melaksanalan peraturan
perundang-undangan sebagai pecdoman pelaksanaan
tugas dan fungsinya;

x. melakukan invetarisasi masalah vang cimungkinkan
serta mencari solusi alternative pemecahinsva;

y. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsinva

z. menilai hasil kerja bawahan secara berc1 jang

aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepida atasan;

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan sleh atasan;

Pasal 26

Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen

sebagaimana tersebut pada Pasal 24 ayat (1) huruf b

mempunyai tugas pokok membantu tugas kepala bidang

dalam merencanakan program dan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mergontrol urusan
bina usaha dan perlindungan konsumeri,

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Bina Usaha dan oerlindungan

konsumen mempunyai fungsi :

a. merencanakan dan melaksanakan program dan
kegiatan serta kebutuhan anggaran didam wurusan
bina usaha, perlindungan konsumen;

b. melaksanakan pembagian tugas kepala bawahan
dalam urusan bina usaha, perlindungan <onsumen,
perdagangan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan clel atasan;

Dalam melaksanakan fungsinya scbagaimarna dimaksud

pada ayat (2), Seksi Bina Usaha dan Perlindungan

Konsumen mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan serta  kebutuhan
anggaran program dan kegiatan calarn urusan Bina
Usaha dan Perlindungan Konsumen;

b. menyiapkan bahan rancangan strategis dea rencana
kerja urusan Bina Usaha dan Perlindungan
Konsumen;

c. menyiapkan bahan dan data-data teknis calam rangka
penyusunan RPJP dan RPJM dalam wuusan Bina
Usaha dan Perlindungan Konsumen;

d. menyiapkan bahan dan data-data teknis calam rangka
penyusunan LPPD tahunan dan LPFD lima tahun
dalam urusan Bina Usaha dan Perhndungan
Konsumen;

e. menyiapkan bahan dan data-data teknis calarm rangka
penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKPJ ekhir masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalarn urasan Bina



= B =

Usaha dan Perlindungan Konsumen;
menyiapkan program kerja tahunan calarn rangka
penyusunan rencana Kkerja anggaran can dokumen
pelaksanaan anggaran dalam urusan Biia Usaha dan
Perlindungan Konsumen,;
melakukan pembinaan atas terbitinya izia1 jyang terdiri
dari izin usaha industri, izin sewa dan jual beli, izin
usaha minuman beralkohol pengecer at:u penjual
langsung untuk diminum, izin usahz pasar modern
dengan luas arel 2000 M? atau lebih;
melakukan pengawasan terhadap keagenan produksi
dalam negeri, pengawasan tanda dafrarr waralaba
lokal, pengawasan terhadap tanda daftar gudang
dengan luas dibawah 2500 M?;
melakukan pengawasan terhacap tanda daftar
lembaga perlindungan konsumen swacdaya masyarakat
(LPKSM);
melakukan pembinaan dan pengawasan p:élaksanaan
izin pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi
melakukan pembinaan dan pengawasau., monitoring
dan evaluasi rekomendasi SIUP minurman beralkohol
golongan B dan C untuk pengecer itau penjual
langsung untuk diminum ditempat, recoraendasi SIUP
pengecer atau penjual langsung untak diminum
ditempat untuk minuman beralkoho! mengandung
rempah sampai dengan 15%, rekomendasi SIUP bahan
berbahaya dan rekomendasi SIUP pengakuan kayu
antar pulau;
melakukan  penyelenggaraan, perabnean, dan
pengawasan, monitoring dan evaluasi se ta pelaporan
kegiatan informasi dan stabilisas: harga ~ang meliputi
monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan
kebutuhan pokok masyarakat, memanta 1 pergerakan
harga-harga barang kebutuhan pokok dasi usaha serta
jasa perdagangan lainnya;

melakukan pembinaan, pengawasan, racnitoring dan

evaluasi peningkatan penggunaan proluksi dalam

negeri;

melakukan pembinaai, sosialisasi, informasi,

publikasi, koordinasi serta  evaluasi dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen,
mengusulkan pembentukan BPSK kepad pemerintah
daerah dengan berkoodinasi dengan Hrovinsi dan
fasilitas operasional BPSK;

melakukan koordinasi pengawasar. perecaran barang

dan jasa kebutuhan pokok masyarzkat;

memberikan informasi dan pelaporan terkacap potensi

usaha perdagangan didaerah;

melakukan sosialisasi kebijakan, pembinaan,

pengawasan teknis metrologi legal yang malipuli :

1. memberikan fasilitasi dan pembmnaan serta
pengendalian Sumber Daya Manusia metrologi
skala kabupaten;

b. melaksanakan pengadaan fasilitas standar
ukuran dan laboratorium mewologi  legal,
pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP;
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c. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama
metrologi legal skala kabupaten;

d. melaksanakan pengawasan. perruluhan dan
pengamatan penggunaan alat UTTP dan BDKT di
pasaran; dan

€. melakukan pembinaan opcrasional reparatir
UTTP

menyiapkan bahan masukan sebagai yertimbangan

perumusan teknis kebijakan ekspor maupun impor;

menyiapkan bahan rumusan kebijakan  teknis
pengembangan ekspor daerah;

menyiapkan bahan perumusan kebiakan teknis

terhadap kerjasama perdagangan internasional yang

meliputi hasil-hasil kesepakatarn dan  kerjasama
perdagangan;

menyiapkan konsep surat keterangan asal barang

atau certivicate origin {CO};

melakukan koordinasi dan sosialisasi  kebijakan

ekspor impor skala kabupaten;

melakukan pengujian, inspeksi teknis dan sertfikasi

produk ekspor maupun impor yang diakukan oleh

lembaga uji inspeksi teknis yang terakred tasi;
mendorong peningkatan usaha perdagengan ekspor
daerah;

melaksanakan pendataan usaha komediti clan potensi

komoditi daerah, data-data komoditi perdagangan

antar pulau;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja;

menyusun laporan pertanggungjawebaa keuangan

atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan

Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen

menghimpun seluruh data-data yang diperoleh untuk

diolah dan dianalisa dalam urusan Bina Jsaha dan

Perlindungan Konsumen;

mempelajari, memahami, dan nelaksanakan

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas dan fungsinya;

memberikan saran dan pertimbangar. tcknis kepada

atasan;

melakukan monitoring, evaluasi peleksanaan tugas

dan fungsinya dan menginventarisir permasalahan

dalam wurusan Bina Usaha dan Perlindungan

Konsumen;

membagi tugas kepada bawahan untul: kelancaran

pelasanaan tugas dan fungsinya;

menilai kinerja bawahan secara berjenjang untuk

bahan pengembangan karir

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepede atasan,;

melaksanakan tugas lain yang diberikarn «tasan;
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Pasal 27

(1) Seksi Ekspor dan Impor sebagaimana terseb at pada Pasal

(3)

24 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas pokck membantu
tugas kepala bidang dalam merencanakan prograrn dan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas claa me ngontrol
urusan ekspor dan impor;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiimena dlmaksud

pada ayat (1), Seksi Ekspor dan Impor mempunyai | fungsi

a. merencanakan dan melaksanakan program dan
kegiatan serta kebutuhan anggaran dalam urusan
bina usaha, perlindungan konsumen;

b. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan
dalam urusan bina usaha, perlindurgan konsumen,
perdagangan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Dalam melaksanakan fungsinya sebagairnana dimaksud

pada ayat (2) diatas, Seksi Ekspor dan Impor mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan serta kebutuhan
anggaran program dan kegiatan dalair. uusan Ekspor
dan Impor;

b. menyiapkan bahan rancangan strategis dan rencana
kerja urusan Ekspor dan Impor;

c. menyiapkan bahan dan data-data teknis (lalam rangka
penyusunan RPJP dan RPJM dalam urusan Ekspor
dan Impor;

d. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam rangka
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lma tahun
dalam urusan Ekspor dan Impor;

e. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam rangka
penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKP.J akhir masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati delam wurusan
Ekspor dan Impor;

f. menyiapkan program kerja tahunan dalam rangka
penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen
pelaksanaan anggaran dalam urusarn Ekspor dan
Impor;

g. melakukan pembinaan dan pengembzangan kornoditi
ekspor dan impor daerah serta kegiatan percagangan
luar negeri lainnya, melakukan pementauan dan
evaluasi serta peningkatan kerjasame cengan dunia
usaha dalam urusan ekspor dan impor kcmaoditi;

h. melaksanakan pelayanan rekomendas: penerbitan
dokumen ekspor dan impor komocliti;

i.  Melaksanakan kegiatan promosi komeccliti ekspor dan
impor;

j.  melakukan koordinasi dan sosialisasi kebijakan
ekspor dan impor;

k. melakukan monitoring dan pelaporan pelaksenaan
kebijakan dalam urusan ekspor dan impor;

1. memberikan masukan untuk perumusen kebijakan
dalam urusan ekspor dan impor;

m. melakukan sosialisasi, dan pelaporan atas penerbitan
Surat Keterangan Asal (SKA) penelusurarn asal barang
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yang ditunjuk;

n. melakukan sosialisasi kebijakan dan pe laporan atas
penerbitan angka pengenal importir (API)

0. memberikan masukan, sosialisasi fasilitasi,
koordinasi pelaksanaan monitoring can pelaporan,
penyediaan informasi potensi ckspor <o11oditi daerah
sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;

p. memfasilitasi pemberian bimbingan texnis dan
evaluasi dalam urusan ekspor dar impor;

q. mengkoordinasikan bawahan agar terjaln kerjasama
yang baik dan saling mendukung;

r. menilai hasil kerja bawahan urtuk bahan
pengembangan karir;

s. melaksanakan tugas kedinasan yang d berikan oleh
atasan sesuai tugas pokok dan fungsinva d:n

t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada
atasan;

Bagian Kelima
Bidang Koperasi dan UKM

Pasal 28

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengan mempunyai
tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam
merencanakan dan melaksanakan prograin kegiatan,
mengelola, mengkoordinasikan, mengencalikan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan
kegiatan dalam urusan koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah;

Bidang Koperasi dan UKM dipimpin olch Kepela Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jaweb kepada
Kepala Dinas.

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim.ksud dalam

Pasal 28 ayat (1), Bidang Koperas: dan UKM

menyelenggarakan fungsi :

a. merencanakan dan melaksanakan pogram dan
kegiatan dalam urusan koperasi dan usaha mikro
kecil menengah;

b. melaksanakan pengendalian, evaluasi den pelaporan
dalam wurusan koperasi dan usaha mkro Kkecil
menengah; dan

c. melaksanakan tugas lain yang dibenkan estatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya,;

(2) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam

melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan penyusunan rencaria program dan
kegiatan serta kebutuhan anggaran rnising-masing
program dan kegiatan dibidang Koper:s can Usaha
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Mikro Kecil Menengah;

Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana
kerja tahunan bidang Koperasi dan Usal a Mikro Kecil
Menengah;

Menyiapkan bahan-bahan penvusunan RPJP dan
RPJM dalam urusan bidang Koperas dan Usaha
Mikro Kecil Menengah

Menyiapkan bahan-bahan penyusuna- [ PPD tahunan
dan LPPD akhir masa jabatan Bupai dan Wakil
Bupati dalam urusan bidang Koperas: c¢an Usaha
Mikro Kecil Menengah;

Menyiapkan bahan-bahan penyusunan LKPJ akhir
tahun dan akhir masa jabatan Bupai dan Wakil
Bupati dalam urusan bidang Koperss dan Usaha
Mikro Kecil Menengah;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan bidang Koperasi clan Usaha
Mikro Kecil Menengah;

Menyelenggarakan penyusunan rercana program dan
kegiatan serta kebutuhan anggaran rmasing-masing
program dan kegiatan dibidang Koperasi <lan Usaha
Mikro Kecil Menengah;

Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana
kerja tahunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah;

Menyiapkan bahan-bahan penyusunar RPJP dan
RPJM sesuai bidang tugasnya;

Menyiapkan bahan-bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD akhir masa jabatan Bupat :lan Wakil
Bupati bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah;

Menyiapkan bahan-bahan penyusunan LKPJ akhir
tahun dan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati sesuai bidang Koperasi dan Usahi Mikro Kecil
Menengah;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan bidang Koperas: dan Usaha
Mikro Kecil Menengah,;

Mengelola dan menganalisa data-date tknis urusail
kelembagaan dan pemberdayaan koperas;

Melakukan analisa bahan-bahan pembentukan,
penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
Melakukan analisa teknis terhadap deti-cata untuk
pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan
dan pembubaran koperasi;

Melaksanakan hasil-hasil pengesahan perubahan
Anggaran Dasar yang menvangkut peaggabungan,
pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi,
Pembubaran koperasi ditingkat kabupaten harus
berdasarkan dengan pedoman pemerititah tentang
pembubaran koperasi;

Melakukan pembinaan dan pengawasan Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Sinpan Pinjam
(USP);

Menghimpun dan menyusun yanan-bahan
pengesahan akta pendirian, perubahen anggaran
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dasar, penggabungan koperasi sebaga bicdan hukum:
Melaksanakan hasil-hasil penetapan unggulan dan
kinerja koperasi dan UMKM:

Menyelenggarakan penilaian kesehatzn K82 cdan USP
dan klasifikasi koperasi yang sehat dan e ktif:
Melaksanakan pembinaan, birnb ngan den
penyuluhan koperasi simpan pinjam dan usaha
simpan pinjam dalam pembuatan laporan neraca
tahunan dan akuntansi koperasi;

Memfasilitasi pelaksanaan permbubaran dan
penyelesaian sengketa sebagai akibat psmbubaran
KSP dan USP;

Memberikan sanksi administratif kepada KSP dan USP
yang tidak memperhatikan kewajibarnva kepada
anggota koperasi;

Mendorong pertumbuhan dan  perasyarakatan
koperasi melalui penyusunan bahan-bahan bimbingan
dan kemudahan koperasi, perlindurgan kepada
koperasi dan rencana operasional kopera-i;
Melaksanakan pedoman standar pelavensn minimel
dibidang koperasi dan usaha mikro kecil nenengah;
Merumuskan kebijakan teknis alokasi fasilitas
pembiayaan koperasi dan UMKM melalvi banrnk milik
koperasi, lembaga keuangan non bank dan lembaga
keuangan alternatif lainnya;

Melakukan monitoring dan evaluzas: terhadap koperasi
yang mendapat pembiayaan atau permodalan dari
dana APBN, APBD maupun dana 3UMN serta
pembiayaan atau permodalan lainnva;

Mengkoordinasikan keterpaduan program
pemberdayaan koperasi dengan tujuen pendinan
koperasi;

Menghimpun, mengolah dan menganelisa seluruh
data-data teknis koperasi aktif dan tidek «kruif
Melaksanakan pendataan dan inventarisasi usaha
mikro kecil menengah serta kalsifikasi jenis usaha
UMKM;

Menyusun bahan perumusan pencrapan produk
unggulan dan kinerja UMKM,;

Melaksanakan pembinaan manajemen din akurtansi
bagi usaha mikro kecil dan menengah,;

Melaksanakan pengembangan svstem da jaringan
usaha mikro kecil dan menengah;

Menyiapkan bahan kebijakan peniberdeyaan UMKM
dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha mikro
kecil menengah yang meliputi penyediaan pendanaan,
tatacara dan syarat pemenuhan kebuulan dana,
persaingan usaha, kemitraan, perizinan — dan
perlindungan;

Melakukan pembinaan dan pengembaagsn UMKM
yang meliputi produksi, promosi, gelar produk,
pemasaran, dan teknologi;

Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan
pembiayaan bagi UMKM meliputi kredi. perbankan,
penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura,
pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN,
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hibah dan jenis pembiayaan lain;

. Melaksanakan tugas pembantuan dar. pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi:

mm. Menyelenggarakan koordinasi sektor <ooneras dan
usaha mikro kecil menengah; )

nn. Menghimpun, mengolah dan menganalise. data-data
UMKM dan menyusun laporan perkemb mngan UMKM
dan laporan akuntabilitas kinerja bidang Koperasi dan
UMKM;

oo. Menyusun laporan pertanggungiawaben keuangan
atas pelaksanaan program dan kegiatar dalam urusan
koperasi dan usaha mikro kecil menengaly;

pp. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan bearang-
barang milik daerah di bidang koperasi diin UMKM;

qq. Mempelajari, memahami dan melaksanakari peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas dan fungsinya dalam urusan <opcrasi dan
usaha mikro kecil menengah;

rr.  Melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan
tugas bawahan;

ss. Memberikan saran dan pertimbangan tckris kepada
atasan dalam urusan koperasi dan usszha mikro kecil
menengah;

tt. Membagi tugas kepada bawahan untui< kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusen koperasi
dan usaha mikro kecil menengah;

uu. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjeng sebagai
bahan pengembangan karir;

vv. Melaporkan hasil pelakasanaan tugas kepaca atasan;

ww. Melaksanakan tugas lain yang diberikarn cleh atasan;

Pasal 30

Bidang Koperasi dan UKM terdiri atas :

a. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Kopcresi;

b. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan UKNMN;

c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam,;

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimp:n oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggurg jawab kepada
Kepala Bidang Koperasi dan UKM;

Pasal 31

Seksi Kelembagaan dan  Pemberdayaa1  Koperasi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 avat (1) huruf a

mempunyai tugas pokok membantu tugas kepala bidang

dalam merencanakan program dan kegatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimeksud

pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. merencanakan dan melaksanakan prograoy kerja
dalam wurusan kelembagaan dan pemberdayaan
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koperasi;

melakukan pembagian tugas kepada bawzhan dalam
urusan kelembagaan dan pemberdayaan <operasi:
melaksanakan tugas lain yang diberikan olel atasan
sesuai tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsinya, Scksi Kele nbagaan dan
Pemberdayaan Koperasi mempunyai uraiar ugas schagai
berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan serta  kebutuhan
anggaran program dan kegiatan dalam  urusan
kelembagaan dan pemberdayaan koperas ;
menyiapkan bahan rancangan strategis dan rencana
kerja urusan kelembagaan dan pemberdayaan
koperasi;

menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam rangka
penyusunan RPJP dan RPJM daarn urusan
kelembagaan dan pcmberdayaan koperasi;
menyiapkan bahan dan data-data teknis lalam rangka
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahun
dalam kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
menyiapkan bahan dan data-data teknis lalam rangka
penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKP.J akhir masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati dolam urusan
kelembagaan dan pemberdayaan koperas;;
menyiapkan program Kkerja tahunan dalarn rangka
penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen
pelaksanaan anggaran dalam urusar kelembagaan
dan pemberdayaan koperasi,

menghimpun dan menyusun ’ahan-bahan
pembentukan, penggabungan, pelenuran dan
pembubaran koperasi;

menyiapkan konsep penyusunan sebasai pedoman
dan petunjuk pelaksanaan pendirian koperasi KSP
dan USP;

menyiapkan bahan-bahan pengeszhan pesmbentukan,
penggabungan, peleburan dan pernbubsrin koperasi;
menyiapkan bahan-bahan pengesahan akta pendirian,
akta perubahan, anggaran dasar, akta penggabungan
koperasi menjadi badan hukum;

memfasilitasi usulan pembubaran dan penyelesaian
sengketa akibat pembubaran KSP can USP;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap
perkembangan koperasi yang telah nielaksanakan
kewajiban rapat anggota tahunan (RAT) dan
penyelesaian persilisihan koperasi;

melaksanakan pembinaan, bimbingarn, penyuluhan
koperasi dalam bentuk laporan tahunin KSP dan
USP;

melaksanakan bimbingan melalui pendidikan
pelatihan akuntansi koperasi;

melaksanakan pemberian sanksi adminstratif kepada
KSP dan USP yang tidak melaksanakar kewajibannya
kepada anggota koperasi;

melaksanakan pedoman standar peleyanan minimal
dalam wurusan kelembagaan dan pemberdayaan
koperasi;
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melaksanakan tugas pembantuan dar pemerintah
pusat maupun pemerintah provinsi dalam urusan
kelembagaan dan pemberdayaan kope-as ;
melaksanakan koordinasi keterpaduen program dan
kegiatan terkait pelaksanaan tugas dalam urusan
kelembagaan dan pemberdayaan koperas ;

melakukan pendataan, pengelolaan dan analisa data
koperasi KSP dan USP, aktif den tidak aktif,
pengelolaan dan analisa data pelaksanaan program
dan kegiatan dalam urusan kelembagszan dan
pemberdayaan koperasi;

menganalisa data dan informasi yaig berkaitan
dengan usuran kelembagaan dan pemberdayaan
koperasi;

melaksanakan kebijakan pemberdzyaan <operasi yang
meliputi penciptaan usaha simpan pnjam sesuai
dengan kebijakan pcmerintah dacral;

melaksanakan kebijakan teknis  pengembangan
institusi pasar koperasi, jaringan lembaga keuangan
koperasi, penggunaan teknologi yvang mcemungkinkan
koperasi mampu bersaing dengan jenis usaha lainnya;
menyusun dan menganalisa iklim serta kcndisi yang
mendorong pertumbuhan dan  periasyarakatan
koperasi dalam rangka penvusunan rencana
operasional program pemberdavaar koperasi;
menyiapkan fasilitasi bagi koperasi didem rangka
pencadangan lokasi usaha, bidang uszh:, pengadaan
barang dan jasa pemborongan barang peraersintal;
menyusun laporan akuntabilitas pelaksariaein program
dan kegiatan dalam urusan kelembagaan dan
pemberdayaan koperasi;

menyusun laporan pertanggungjawaban reelisasi
keuangan masing-masing program dan kegiatan
dalam urusan kelembagaan dan pemoerdayaan
koperasi;

melakukan pengawasan internal calaimn  rangka
pelaksanaan program dan kegiatan delam wrusan
kelembagaan dan pemberdayaan koperas:;
mempelajari, memahami, dain nelaksanakan
peraturan perundang-undangan yang  berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dalam urusan
kelembagaan dan pemberdayaan koperas:;
memberikan saran dan pertimbangan teknis sesuai
dengan tugasnya;

melakukan evaluasi teknis dan roenginventarisic
permasalahan dalam wurusan kelembagaan dan
pemberdayaan koperasi;

membagi tugas kepada bawahan untulc <elancaran
pelaksanaan tugas dalam urusan keleribigaan dan
pemberdayaan koperasi;

menilai hasil kerja bawahan secara berjerjang sebagai
bahan untuk mengembangkan karicr;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepede. atasan;

hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan;
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Pasal 32

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayasn Usaha Kecil
Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasi1 30 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas pokok mermbantu tuzas kepala
bidang dalam merencanakan, melaksanakan program dan
kegiatan, membagi tugas dan mengonrol urusan
kelembagaan dan pemberdayaan usana  kecil  dan
menengah;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimeana cimaksud

pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan

Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

a. merencanakan dan melaksanakan program dan
kegiatan dalam urusan kelernbagaan dan
pemberdayaan usaha kecil menengah;

b. melakukan pembagian tugas kepada bawahan dalam
urusan kelembagaan dan pemberdayesan vsaha kecil
menengah;

c. melaksanakan tugas lain yang diberiksn oleh arasan
sesui dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimeksud

pada ayat (2), Seksi Kelembagaan dan Pomboerdavaan

Usaha Kecil Menengah mempunyai uraian tagas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kegiatan serta «<ebutuhan
anggaran program dan kegiatan daarn urusan
kelembagaan dan pemberdayzan useha  kecil
menengah;

b. menyiapkan bahan rancangan strategis dan rercana
kerja urusan kelembagaan dan pemberdav:an usaha
kecil menengah;

c. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam reangka
penyusunan RPJP dan RPJM dalurn urusan
kelembagaan dan pemberdayaan usaha kecil
menengah;

d. menyiapkan bahan dan data-data teknis cal:m rangka
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD limma tahun
dalam kelembagaan dan pemberdayazn usaha kecil
menengah;

e. menyiapkan bahan dan data-data teknis cal:m rangka
penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKP. akhir masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati cdaleun urusan
kelembagaan dan pemberdayaan usaha kecil
menengah;

f. menyiapkan program kerja tahunan dalam rangkea
penyusunan rencana kerja anggaran din dokumen
pelaksanaan anggaran dalam urusan <elembagaan
dan pemberdayaan usaha kecil menengah

g. melakukan analisa data dan informasi vang berkaitan
dengan wurusan kelembagaan dan pemberdayaan
usaha kecil menengah;

h. melaksanakan inventarisasi dan pencatatan data-data
teknis usaha kecil dan menengah dan klesifikasi jenis
usaha;

i. menyiapkan bahan = pedoman can petunjuk
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pelaksanaan kelembagaan usaha kecil da menengah,;
menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah;
melaksanakan standar pelavanan mirimal dalam
urusan kelembagaan dan pemberdayaar usaha kecil
menengah;

melaksanakan pembinaan manajemen don akurntansi
dalam urusan kelembagaan dan pembercayaan usaha
kecil menengah;

melaksanakan kegiatan tugas perabaniuan  dari
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam
urusan kelembagaan dan pemberdayaar uvsaha kecil
menengah;

memfasilitasi usaha mikro kecil darn menengah
melalui pembiayaan bank milik koperiasi, koperasi
bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga
keuangan alternative lainnya, pengembangan pasar
koperasi, penggunaan tcknolog: yvang mcmungkinkan
UKM mampu bersaing dengan lembaga perdagengan
lainnya;

menyelenggarakan bimbingan kegiatan asalia mikro
kecil dan menengah yang meliputi prodiiks:i, sumber
daya manusia, pemasaran dan teknologi;

menyusun dan menyiapkan rumusan kebijakan
pengembangan wusaha kecil dan menerngah dan
penetapan produk unggulan UKM;

melaksanakan kebijakan teknis pengembangan usaha
kecil menengah;

melakukan monitoring dan evaluasi terhacap usaha
kecil menengah yang memperolenr  fasilitasi
pembiayaan dari BUMN, perbankan atau lembaga non
bank serta lembaga keuangan lainnya;

melakukan sertifikasi produk usaha mikro kecil
menengah dengan bekerjasama dengan SKPD terkait;
Menyiapkan produk dalam rangka pengembangan
usaha kecil menengah melalui gelar promos: produk
UKM;

melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
perkembangan usaha kecil menengeh serta peran
UKM dalam pembangunan dacrah;

melakukan pendataan, pengelolaan dan arialisa data
perkembangan usaha kecil menengah dicaerah;
melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait
dalam urusan kelembagaan dan pemberdayaan usaha
kecil menengah;

melakukan evaluasi dan mernginventarisir
permasalahan yang diperoleh dengin rmencari
alternatif pemecahannya;

menyusun laporan akuntabilitas pelaksaraen program
dan kegiatan dalam wurusan kelembagaan dan
pemberdayaan usaha kecil menengals;

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
atas pelaksanaan program dan kegiatarn calam urusan
kelembagaan dan pemberdayaan usaha  Kkecil
menengah;

melaksanakan pengawasan interna terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsinya cdalam urusan
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kelembagaan dan pemberdaya:n  usena  kecil
menengah;

bb. mempelajari, memahami dan melaksanak in peraituran
perundang-undangan sebagai pedomen pe aksanaan
tugas dalam urusan kelembagaan dan pcmberdayaan
usaha kecil menengah;

cc. memberikan saran dan pertimbangan tekrnis kepada
atasan sesuai urusan kelembaga:n dan
pemberdayaan usaha kecil menengah;

dd. membagi tugas kepada bawaharn untul kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsinva;

ee. menilai kinerja bawahan secara berjenjang sebagai
bahan pengembangan karier;

ff. melaporakan hasil pelasanaan tugas kenada atasan;

gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan clel: atasan;

Pasal 33

Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam sebhagaimana
dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ mempunvai tugas
pokok membantu tugas kepala  biding  dalam
merencanakan, melaksanakan program den kegiatan,
membagi tugas dan mengontrol urusarn kelerib:gaarn dan
pemberdayaan usaha kecil dan menengah;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1), Seksi Pembiayaan dan S:mpan Pinjam

mempunyai fungsi :

a. merencanakan dan melaksanakan program dan
kegiatan dalam urusan pembiayaan Jan simpan
pinjam,;

b. melakukan pembagian tugas kepada bawalian dalam
urusan pembiayaan dan simpan pirjam;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikén o.ch atasan
sesui dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsinya schagaimara dirpaksud

pada ayat (2), Seksi Pembiayaan dan S:mipan Pinjam

mempunyai uraian tugas sebagai berikut

a. menyusun rencana kegiatan serta  kebutuhan
anggaran program dan kegiatan daar: urusan
pembiayaan dan simpan pinjam;

b. menyiapkan bahan rancangan strategis dan rericana
kerja urusan pembiayaan dan simpan pinjarn;

c. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam rengka
penyusunan RPJP dan RPJM dalur urusan
pembiayaan dan simpan pinjam;

d. menyiapkan bahan dan data-data teknis calam rengka
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahun
dalam urusan pembiayaan dan simpan pinjeny;

e. menyiapkan bahan dan data-data tekms cal:am rangka
penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKP( akhir masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam urusan
pembiayaan dan simpan pinjam;

f. menyiapkan program kerja tahunan d.dam rangka
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penyusunan rencana kerja anggaran d i dokumen
pelaksanaan anggaran dalam urusan penbiayean dan
simpan pinjam;

g. melaksankan  sosialisasi  dukungan informasi
penyediaan permodalan;

h. memfasilitasi bimbingan dan penyulthsn calam
perkuatan permodalan koperasi simpan pinjam dan
UKM;

i.  melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasarn
terhadap kegiatan koperasi simpan pinjurt dan unit
koperasi simpan pinjam;

j- melakukan monitoring dan evaluasi ser-a pengawasar
terhadap kegiatan usaha kecil menengah vang
bergerak pada sektor simpan pinjam dai unit usaha
simpan pinjam,;

k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi la.am upaya
penyediaan sumber dana dan syarat pem n.ihan dana
serta kemitraan untuk pembiayaan usaha Kkecil
menengah;

1. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan
pembiayaan bagi koperasi dan usaha kecil menengah
melalui kredit perbankan dari dana pengasihan
sebagai laba BUMN, hibah dar jeris pembiayaan
lainnya;

m. melaksanakan pengawasan, monitorirg dan evaluasi
pembiayaan koperasi dan usaha kecil rierengah;

n. melakukan bimbingan dalam pengelolaan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegatin usaha
koperasi dan usaha kecil menengah:

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

(1) UPTD adalah wunsur pelaksana teknis dmn:s secara
operasional di lapangan.

(2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertansgung jawab
kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan
Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawah
kepada Kepala UPTD.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susun:n organisasi
serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lenjut dengan
Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis
kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35

Pada saat mulai berlakunya Peraturanini, UPTD vang terbentuk
dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi darn tata
kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundargkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan Peratairan Bupati
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tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan
Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas n.elaksanakan
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimsna dimeaksud
dalam Pasal 36 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannys.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana cdiynaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsionel sienior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakar tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutukan dan beban
kerja.

Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana cimaksuc: pacda ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan wiit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib rmencre pkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dbhaik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar seatuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta derngan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fugas
masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Diras, Sekretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip <oordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

Setiap pemimpin satuan  organisasi  dilingkungan
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan péngawasan
melekat.
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Pasal 39

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahennya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan ager raengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai perundang-undengan
yang berlaku.

Pasal 40

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinas: beawehennya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannva.

Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagien/Kepale Seksi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab
pada atasannya masing-masing dan menyampakan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai »ahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mermnberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib clisampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secare fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengacakan rapat
berkala.

Pasal 45

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan
tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaisana Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Jinas.
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Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasii gana measing-
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

(1)

(2)
(3)
(4)
()
(6)

(7)

(8)

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 47

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Dinas Perindagkop dan
UKM Kabupaten Bombana, berpedoman paca peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kzbupaten Bombana
merupakan jabatan eselon IIb.

Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM [Kabupaten
Bombana merupakan jabatan eselon [llz.

Kepala Bidang lingkup Dinas Perindagkop «<an UKM
Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon 1llb.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas
Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana merupakan
jabatan eselon IVa.

Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perindagkop
dan UKM Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris
Daerah.

Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Perindagkop
dan UKM Kabupaten Bombana ditetapkarn dengan
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya peraturan ini, maka perataran Bupati
Bombana Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupatert Bombana dan
ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan :ni dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal c¢iundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintehkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di  Rumbi1
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